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KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
NOMOR:44p 1/ Kpts/KU.010/H.12.26/02/2026

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN BELANJA PADA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
perlu ditetapkan Bendahara Penerimaan Anggaran Belanja pada
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa pejabat yang tersebut namanya pada butir KESATU
Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Belanja pada
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa untuk keperluan butir b tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kalimantan Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 6245);

5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian
Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian,;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10
Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

13. Pengesahan DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Selatan dari Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-
018.09.2.634015/2026, tanggal 1 Desember 2025 dan Rencana
Kerja Anggaran dan Kementerian Lembaga Satuan Kerja Tahun
Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN
Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Selatan tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran
Anggaran Belanja pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.

Mengangkat dan menunjuk:

Nama : Syarifah Kamelia Fitry, SE.
NIP : 197908252007012001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/Ill b
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Sebagai Bendahara Penerimaan pada Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini

mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

1. Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara;

2. Menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara
secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

3. Menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di
lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Selatan;

4. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan
Negara,;

5. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan
Negara; dan

6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara kepada
Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait
pengelolaan penerimaan negara, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada
DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan
Selatan Tahun Anggaran 2026.




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2026 sampai 31
Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan
untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
' 13 Februari 2026

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

Inspektor Jenderal Kementerian Pertanian;

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;

Arsip.
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